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Respon Gubernur/Penanggungjawab BRA atas protes warga korban
konflik Bener Meriah dan Aceh Tengah berkaitan rumah bantuan
BRA tidak layak huni

Banda Aceh -- Saya selaku Gubernur/penanggungjawab BRA turut merasa
prihatin dengan kondisi yang dialami warga korban konflik di Bener Meriah. Saat
menjalankan tugas di luar wilayah pun, kasus ini tetap menjadi perhatian saya. Sejak
muncul kekecewaan warga, saya sudah meminta Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
untuk melakukan penyelidikan di lapangan.

Dari laporan awal, memang tim di lapangan sudah melihat ada penyimpangan
dalam pembangunan rumah korban konflik Bener Meriah dan Aceh Tengah, Sehingga
wajar jika warga kecewa dan menyampaikan protes. sebagai Gubernur dan
Penangungjawab BRA, saya mendukung sikap kritis warga ini. Berkaitan dengan
penyimpangan di lapangan, saya akan terus mendorong aparat berwenang — dalam hal
ini kejaksaan dan kepolisian — untuk menyidik kasus ini dengan serius. Saya meminta,
jika memang ada pelanggaran hukum, agar pelakunya diberi tindakan.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah membahas masalah ini secara intensif.
Wakil Gubernur, Ketua Harian BRA, Badan Pelaksana BRA, Ketua Dinsos Aceh
beserta staf pada Kamis malam 13 Desember 2008 di Kantor Ketua DPR Aceh, telah
melakukan koordinasi untuk mengambil langkah lanjutan guna meneruskan aspirasi
warga. Semua sepakat agar pelanggaran hukum yang ada dalam kasus bantuan rumah
ini supaya diselidiki. Wagub sendiri sudah melakukan pertemuan dari hati ke hati
dengan delegasi warga. Semua sepakat bahwa aspirasi warga harus diperjuangkan.

Harus pula diketahui bahwa kasus ini mencuat sejak tahun 2005, saat ketika
itu BRA belum terbentuk. Tapi pemerintah Aceh tidak akan lepas tangan dalam hal
ini. Namun, kita juga harus maklum bahwa anggaran dana untuk 2006 dan 2007
sudah teralokasi sesuai rencana.

Meski demikian, saya menginstruksikan agar BRA tetap mencari jalan supaya
dapat merehab rumah korban konflik di Bener Meriah dan Aceh Tengah yang tidak
sesuai dengan spesifikasi. Karena anggaran tahunan sudah teralokasi, saya meminta
agar BRA memprogramkan dana bantuan untuk perumahan korban konflik Bener
Meriah dan Aceh Tengah pada anggaran 2008.

Untuk itu saya meminta agar rakyat bersabar. Nasib korban konflik akan terus
diperhatikan Pemerintah Aceh.




